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ABSTRAK

Merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974
bahwa Perkawinan adalah satu ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hal
yang tidak bisa dipisahkan dalam perkawinan adalah terkait
dengan usia perkawinan sesuai dengan pasal Pasal 7 ayat (1),
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Tetapi
dalam Islam batasan usia yang membolehkan seseorang
menikah tidaklah diatur dalam bilangan umur, tetapi hanya
berupa tanda-tanda saja. Pernikahan sendiri haruslah
memenuhi beberapa aspek supaya pernikahan menjadi
sebuah ikatan yang maslahat bukan malah menjadi madarat
bagi keduanya. Untuk menjelaskan hal tersebut penyusun
melakukan penelitian terkait batasan usia perkawian dengan
mengangkat pandangan dari pimpinan pondok pesantren
Darussalam Ciamis yang akan dianalisis menggunakan teori
maslahat.

Pondok Pesantren Darussalam Ciamis adalah salah
satu pondok pesantren yang paling tua di daerah Jawa Barat,
pesantren ini pertama didirikan tahun 1929. Pesantren ini
banyak mengkajii ilmu tafsir, ilmu < hadis,  sejarah dan
perbandingan madzhab,. Pondok Pesantren Darussalam
Ciamis ini memiliki moto “muslim moderat-muslim
demokrat-muhsin diplomat” dan yang menarik dari pesantren
ini adalah terkait pengajaran ilmu yang diberikan terhadap
santrinya tidak hanya terpaku terhadap satu pandangan saja
sehingga banyak sekali corak pemikiran yang ada di
pesantren ini, dengan alasan itu penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian di Pesantren Darussalam Ciamis terkait
batasan usia perkawinan dalam konsep maslahat. Metode



penelitian yang digunakan adalah metode lapangan (field
research), yaitu dengan metode wawancara dan pengumpulan
data, kemudian setelah data terkumpul penyusun melakukan
analisis dan dideskripsikan dengan pendekatan normatif
yuridis, yakni dalam tinjauan hukum Islam dan hukum
positif, Penelitian ini Dbersifat deskriptif analitik, yaitu
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat lalu dianalisis.
Penelitian ini mempelajari masalat-masalat dalam masyarakat
dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi tertentu.” Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan
terkait dengan pandangan pimpinan Pondok Pesantren
Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa
pandangan pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis
ini berbeda-beda, dalam prespektif hukum Islam yang dimana
dalam hal ini menggunakan teori maslahat, maka pandangan
pimpinan Pondok Pesantren Darussalam memiliki tiga
pandangan yang  berbeda, yakni pandangan tekstual yang
mana pandangan ini seseuai dengan konsep al-maslahah al-
hajjiah karna menganggap Jika batasan usia perkawinan
adalah pelengkap dan bukan hal yang pokok. Kedua adalah
pandangan kontekstual, pandangan ini sesuai dengan konsep
al-masalih al-khamsah yakni  al-maslahah ad-darariyyah.
yang terakhir adalah pandangan moderat, pandangan ini juga
sesuai dengan kaonsep al-maslahah al-mutagayyarah.

Kata Kunci : Darussalam, tektual, kontekstual, moderat,

! Andi Prastowo, Memahami Metode- Metode Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him. 201.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

'1?;? Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif . Tidak . Tidak
dilambangkan dilambangkan

< Ba’ B Be
< Ta T Te
& S5 $ Es (den;gtjzg titik di
z Jim J Je
c Ha’ H Ha (dﬁzgva;h';itik di
' Kha’ Kh Ka dan ha

Xiv



2 Dal D De
3 73l 7 Zet (dengan titik di
atas)
J Ra’ R Er
D Zai V4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
- Sad S Es (dengan titik di
’ bawah)
L pad D De (dengan titik di
’ bawah)
5 Ta’ T Te (dengan titik di
i bawah)
3 7 z Zet (dengan titik di
3 bawah)
] 1 Koma terbalik di
e ‘Ain
atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
& Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
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B Mim M Em
O Nin N En
5] Wawi W W
A Ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
$ Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
33 54 Ditulis Mawaddah
Cig Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbiitah diakhir Kata
1. Biladimatikan ditulis:h.
LS Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab
yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti
salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan

kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

cgj‘!\ f’u\js

Ditulis

Karamah al-

Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah,

kasrah dan dammabh ditulis t atau h.

PN Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
fathah Ditulis a
Jad Ditulis Fa’ala
kasrah Ditulis [
58 Ditulis sukira
dammah Ditulis u
LY Ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis a
' SHIIEN Ditulis jahiliyyah
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Fathah + ya’ mati Ditulis a
2
(st Ditulis tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
Jpath Ditulis tafsil
Dammah + wawu Ditulis a
4 | mati -
) Ditulis usal
J5al

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis ai
1
gl Ditulis az-Zuhailt
Fathah + wawu Ditulis au
o | mati .
Ditulis ad-daulah
ATl

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

allf Ditulis a’antum
el Ditulis u’iddat
AR Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
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1. Bila diikuti huruf gomariyyah ditulis dengan

G‘I”

menggunakan huruf

ol Ditulis

Al-Qur’an

okl Ditulis

-

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,

dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

VWA Ditulis

as-Sama’

growil Ditulis

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

o= sllis 9 Ditulis Zawial-furtd
AT A Ditulis Ahlas-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital

tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

XiX




berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan
untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf
awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

oon]l it Syahru Ramadan
@ Jsa) Ditulis al-laz1 unzila fih

Qbﬁ\ 48 U_}S\ al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterast ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan

terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
misalnya:hadis; dafaz; salat, zakatdan.sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
di-Latin-kan oleh penerbit; seperti- judul buku Al-Hijab,
Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,
misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan

sebagainya.
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d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata
Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan
sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah satu ikatan lahir dan batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa.' Menurut Islam Perkawinan adalah suatu
perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup
bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan
membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram dan
saling mengasihi.?

Perkawinan dalam Al-Qur’an disebut juga
sebagai satu akad atau transaksi yang sangat kokoh,
teguh dan kuat atau disebut dengan istilah misaqan
galizan.® Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa’
ayat 1:

! pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

2 Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955),
him. 362.

® Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1. (Yogyakarta:
Academia, Tazzafa, 2004), him. 24.
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Selain itu, pernikahan bertujuan agar manusia
bisa memiliki keturunan dengan nasab yang jelas sebagai
penerus kehidupan yang akan datang. Perkawinan adalah
satu-satunya jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi
secara sah, maka apabila nafsu syahwat seseorang telah
mendesak diwajibkan baginya untuk menikah, tetapi
apabila seorang tersebut merasa masih bisa menahan
nafsu syahwatnya dan belum merasa mampu untuk
menikah maka Allah SWT memerintahkan untuk
menahan diri dan berpuasa serta berusaha mendekatkan
diri kepada-Nya.

Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai
berapa batasan umur seseorang boleh menikah, hanya
saja Islam memeberikan patokan mengenai hal ini, yakni
dengan istilah ‘alamatul al-bulug yaitu bagi perempuan
jika sudah haid atau menstruasi dan bagi laki-laki adalah
jika sudah. keluar. mani atau mimpi basah (coutis).’
Syari’at Islam-mengajarkan bahwa .salah satu syarat
utama keabsahan suatu pernikahan adalah apabila yang
bersangkutan telah balig, oleh karena itu seorang laki-
laki yang belum balig tidak dapat melaksanakan gabul
secara sah dalam suatu akad pernikahan. Perlu diketahui

* An-Nisa’ (4):1.
®> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung, Pustaka
Setia, 2000), him. 142.



bahwa dalam prosesi pelaksanaan pernikahan calon
mempelai pria harus menyatakan gabul secara sadar dan
bertanggung jawab, perilaku bertanggung jawab
merupakan salah satu indikasi dari kedewasaan.

Dalam konsep figih konvensional juga tidak
ditemukan secara khusus terkait batasan usia perkawinan
ini, hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa
secara garis besar imam madzhab (figih konvensional)
membolehkan nikah dalam usia yang masih muda, secara
tersirat Imam Malik berpendapat sebagaimana dikutip
oleh Prof. Khoiruddin Nasution:

“Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum
dicampuri oleh mantan suaminya, baik berpisah karena
ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama
dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak ijbar
terhadapya, Sebaliknya, kalau sudah dicampuri
mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri
lebih berhak pada dirinya sendiri daripada walinya”.6

Pandangan yang sama dikemukakan Kasani, dari
mazhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah
SAW yang menikahi Aisyah ra pada usia enam tahun,
dan Rasul'menikahkan Ummu Kalsum dengan Ali pada
usia 'yang. masih relatif muda, demikian juga dengan
Abdultah 1bnu Umar menikahkan anaknya ketika masih
kecil dengan sahabat-sahabat lainya:’

Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan
ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni :
perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa, perkawinan

® Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan |. (Yogyakarta:
Academia, Tazzafa, 2004), him. 371.

" Ibid., him. 372.



anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa
batasan umur sebelum lima belas (15) tahun atau belum
keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan
tanpa seizinya terlebih dahulu (haq ijbar), dengan syarat
menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Dasar
penerapan hak ijbar, menurut asy-Syafi’i adalah tindakan
nabi yang menikahi Aisyah ra ketika berumur enam atau
tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur
sembilan tahun.®

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, tercantum bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.’

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun”.*®

Tetapi, di pasal 6 (2) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974
dijelaskan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat
izin dari kedua orang tua atau mengajukan surat
dispensasi 1nikah: ke) pengadilan: Selainjdi UU No. 1
Tahun 1974 usia perkawinan juga diatur di- Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 15, yang berbunyi :

a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai
yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

® Ibid.

® Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

1% Ibid.



pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni

calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun

dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun.

b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana
diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU
No. 1 Tahun 1974."

Namun sebagai produk hukum buatan manusia
yang tidak mutlak kebenaranya, Undang-undang ini
senantiasa dapat dikoreksi bila suatu ketika ditemukan
kejanggalan, kejanggalan yang dimaksud adalah apabila
undang-undang setelah dikaji bertentangan dengan
Undang-undang Dasar. Berkaitan dengan ini, berlaku
judicial review sebagai langkah hukum untuk
mengkoreksi Undang-undang agar tidak bertentangan
seperti yang dimaksud di atas.

Pondok pesantren Darussalam Ciamis adalah salah
satu pesantren yang berada di provinsi Jawa Barat yang
memiliki pandangan moderat, hal ini tercermin dari
motto pesantren Darussalam yakni:

a. ‘Mushim Moderat: ‘adalah ' sosok. manusia muslim
yang. ' dapat. | bersikap © luwes, tenggang rasa,
bersolidaritas etis dan sosial,”"hormat pada sesama,
jJauh dari sikap angkuh, congkak dan-ingin menang
sendiri.

b. Mukmin Demokrat: adalah sosok manusia beriman
yang berakar ke bawah dan berpucuk ke atas. pada
saat di panggung kekuasaan dia tidak melupakan
rakyat yang telah membesarkannya ; dan pada saat
dia turun dari panggung kekuasaan dan harus

1 Inpres Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI).
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kembali dengan rakyat, dia tidak putus semangat

dan putus harapan.

c. Muhsin Diplomat: adalah sosok manusia yang
mencintai  kejujuran,  keadilan,  keberanian,
kebajikan, keindahan, sopan santun dan berakhlak
mulia. Dia akan selalu mengedepankan sifat-sifat
yang baik dan terpuji dalam menghadapi berbagai
persoalan hidup dan kehidupan.*?

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis
keagamaan pondok pesantren adalah salahsatu pusat
ilmu pengetahuan yang mana menjadi tolak ukur bagi
umat Islam dan menjadi sumber referensi bagi
masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini penyusun
tertarik untuk mengambil pandangan kiai pondok
pesantren Darussalam Ciamis mengenai batasan usia
perkawianan, penyusun menilai jika pondok pesantren
Darussalam yang dikenal sebagai pondok yang moderat
akan memiliki khazanah keilmuan vyang cukup
konprehensif jika dibandingkan dengan pondok
pesantren lain yang memiliki ikatan terhadap organisasi
masyarakat dan golongan tertentu.

Oleh karena itu merupakan hal yang menarik untuk
mengetahui | /pandangan / Kiai’ | pondok / pesantren
Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas
maka rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian
skripsi adalah:

12 https://www.darussalamciamis.or.id/post/read/85/visi-misi-

tujuan-dan-motto.htm diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 10.05
WIB.



https://www.darussalamciamis.or.id/post/read/85/visi-misi-tujuan-dan-motto.htm
https://www.darussalamciamis.or.id/post/read/85/visi-misi-tujuan-dan-motto.htm

1.

Bagaimana pandangan dan argumentasi pimpinan
pondok pesantren Darussalam Ciamis tentang
batasan usia perkawinan?

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
pandangan pimpinan Pondok  Pesantren
Darussalam  Ciamis tentang batasan usia
perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah  yang

dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1.

Untuk menjelaskan pandangan pimpinan Pondok
Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan
usia perkawinan.

Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap
pandangan  pimpinan  pondok  pesantren
Darussalam Ciamis terhadap batasan usia
perkawinan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan

baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya,
diantaranya sebagai berikut:
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan : 'sumbangsih  dalam  khazanah
keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan dan ‘bahan evaluasi bagi Mahkamah
Konstitusi, DPR dan Pemerintah yang berkaitan
dalam usahanya membentuk keadilan bagi anak-
anak dan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang penyusun angkat,

yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan
Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang
Batasan Usia Perkawinan” bukan merupakan hal baru
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untuk diteliti. Sudah ada beberapa literatur yang
membahasa hal yang hampir serupa tetapi memiliki
variable yang berbeda baik itu objek kajian maupun
tempat.

Achmad Rif’an menyusun tugas akhir dengan
judul  “Dinamika Perkembangan Batasan Usia
Perkawinan di Indonesia” dalam tesis tersebut
membahas terkait faktor apa saja yang mempengaruhi
pembatasan batasan usia perkawianan sehingga bisa di
tetapkan menjadi Undang Undang.™ Lalu ada, M Athour
Rohman, menyusun skripsi yang berjudul “Pandangan
prof. dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia
Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam.”
Skripsi ini membahasa tentang pandangan Prof. Dr.
Koerudin Nasuition yang mana beliau memiliki
pandangan pernikahan dibawah umur hanya berlaku
untuk Rasulullah SAW.*

Selanjutnya penyususn menemukan tugas akhir
dari Elly Suryana yang berjudul “Batas Minimal Usia
Perkawinan Menurut Figh Empat Madzhab dan UU No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Elly Suryana
membahas: dalam » skripsinya.. mengenai " batasan usia
perkawinan ‘dalam kacamata fikih empat mazhab yang
mana “berupa perbandingan antara mazhab satu dan
mazhab lainya sehingga menghasilkan satu rumusan dari

¥ Achmad Rifan, “Dinamika Perkembangan Batasan Usia
Perkawinan di Indonesia”. Tesis, Fakultas Sayriah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

4 M Athour Rohman, “Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin
Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum
Islam”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018.


http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/
http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/
http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/
http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/
http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/
http://digilib.uin-suka.ac.id/30441/

ke empat mazhab tersebut dan di komparasikan dengan
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.™ Sedangkan
Agus Sanwani Arif yang menulis tentang “Batas Umur
Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum
Islam dan Psikologi), Skripsi ini lebih kepada mendalami
kompilasi hukum Islam dengan metode perbandingan
yang mana di komparasikan dengan psikologi terkait
mental pada anak usia dini.*°

Karya ilmiah yang disusun oleh Asyharul Mu’ala
yang berjudul “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Skripsi ini lebih
terfokus terhadap bagaimana organisasi keagamaan
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyikapi dan
melihat bagaimana batasan usia perkawinan ini dalam
kacamata dan pemahaman masing masing organisasi.

Menurut Ahmad Masfuful Fuad dalam artikel
ilmiah yang berjdul : Ketentuan Batas Minimal Usia
Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang
Perkawinan, Ketentuan batas minimal usia kawin yang
tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa
lepas «dari 'keseluruhan: :sejarah dankronologi lahirnya
undang-undang tersebut. © Penelaahan atas sejarah
penetapan undang-undang ini tentu dapat menguak tabir
ketentuan batas: minimal usia kawin yang berlaku dari

'3 Elly Suryana, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Figh
Empat Madzhab dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2008.

6 Agus Sanwani Arif,Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi
Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi). Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.


http://digilib.uin-suka.ac.id/1854/
http://digilib.uin-suka.ac.id/1854/

dulu hingga saat sekarang ini dibatasi pada usia 19 tahun
bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Artikel ini
menggunakan teori sejarah Donald V. Gawronski
sebagai alat analisis. Teori Gawronski menyatakan
bahwa sejarah tidak hanya tentang apa yang terjadi di
masa lalu, melainkan juga apa yang terjadi di masa
sekarang dan yang akan datang. Ketentuan batas minimal
usia menikah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan
merupakan implikasi dari sejarah dan kronologi yang
terjadi sebelumnya.*’

Ali Wafa mengungkapkan dalam jurnal imliah
Ahkam bawahasanya, diskursus perkawinan usia muda
selalu menjadi perdebatan dalam pemikiran hukum
Islam. Studi ini menganalisis perbedaan pendapat di
kalangan ahli fikih dalam menentukan batasan umur
(balig, ihtilam, rusd) yang berimplikasi pada hak ijbar
dalam  perkawinan.  Kalangan ulama  Syafiiyah
memperbolehkan hak ijbar dengan persyaratan yang
amat sulit dan rigid, sedangkan Ibnu Syubrumah, Abu
Bakar, Al-A’sham dan Al-Batii tidak membolehkan hak
ijbar, bahkan perkawmannya dianggap batal atau tidah
sah. Studi ini menemukan bahwa perkawinan usia muda
ditentukan. 'oleh’. kemaslahatan yang - timbul akibat
perkawinan. "Studi ini berimplikasi® pada” implementasi
maslahah mursalah sebagai. salah satu alternatif dalam
menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di
Indonesia.*®

Y Ahmad Masfuful Fuad, Ketentuan Batas Minimal Usia

Kawin:Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal
Kajian Ekonomi dan Syariah Petita; Vol. 1 No. 1 (2016). Him. 32.

'® Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut
Hukum Islam. Jurnal AHKAM - Volume 17, No. 2 (2017). Him. 390.
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Karya ilmiah yang ditelaah oleh penyusun
semuanya berkaitan dengan batasan usia perkawinan,
akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut
mempunyai titik tekan yang berbeda-beda. Penyusun
belum menemukan terkait dengan padangan pimpinan
Pondok Pesantren Darussalam Camis mengenai batas
usia perkawinan. Kebanyakan dari karya ilmiah yang
berupa skripsi dan tesis lebih menitikberatkan pada
analis dari pandangan personal atau organisasi dan bukan
satu institusi pendidikan yang berbasis agama seperti
pondok pesantren.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan salah satu aspek
terpenting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh
Islam melalui syariatnya. Perkawinan adalah dasar
terbentuknya keluarga, ‘dalam Islam perkawinan
merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah
Allah adalah menurut qudrat dan iradat, Allah dalam
penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti
suatu-tradisi yang diciptakan-dan telah ditetapkan oleh
Rasul untuk ditinya dan umatnya.*°

Menurut Abdul’ Wahab' Khalaf maksud umum
disyari’atkannya | hukum' /Islam ' adalah  untuk
merealisasikan kemaslahatan umat dalam rangka
memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (daruri),
sekunder (hajji), tersier (taksini).” Pernikahan memiliki

9 Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih, cet. Ke-2 (Jakarta :
Kencana, 2013), him.76.

2 Mahrus Munajat, Studi Islam DI Perguruan Tinggi, cet. I,
(YYogakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), him. 50.
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kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab
hukum pernikahan mengatur cara-cara kehidupan
bahagaia menuju keluarga sakinah, merupakan inti
kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan
manusia sebagai mahluk yang berkehormatan tinggi
melebihi mahluk lainya.

Hukum perkawinan terdapat dalam firman-Nya.
Seperti dalam QS An-Nisa’ (4):1:

Lo 3y By il or oSGl ) oS5 sl ol el
, d

2 e 0 @ 0) @ Ay

Lebih khusus membahas tentang batasan usia
pernikahan, Islam secara normatif tidak memeberi
batasan usia secara spesifik. Dalam fikih konvensional
tidak ditemukan adanya pembatasan usia perkawinan,
namun secara implisit Islam menghendaki seseorang
yang akan melakukan pernikahan adalah seseorang yang
sudah siap dan mengerti hakikat pernikahan adalah
ibadah.

Ada tiga landasan kajian para ulama mengenai
hal ini, yang pertama, usia perkawinan dihubungkan
dengan penentuan ' batas baligh (kedewasaan), hukum
Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi
adanya kematangan jiwa dan raga salah satunya adalah
dengan keluarnya darah haid bagi perempuan atau
ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda
tersebut belum keluar sampai waktu tertentu, maka para
ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia.

' An-Nisa’ (4):1.
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Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah misalnya, mereka
menentukan batas usia dewasa pada usia 15 tahun bagi
laki-laki maupun perempuan, sementara Abu Hanifah
berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia
19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,
berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat
kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan adalah 18
tahun.?

Kedua, usia pernikahan dihubungkan dengan kata
rusyd (sempurna akal dan jiwa) dan kemampuan
seseorang, dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa batasan
usia untuk melangsungkan pernikahan dihubungkan
langsung dengan kata rusyd sebagaimana firman Allah
dakam surat An-Nisa’ ayat 6. Pada ayat tersebut
dijelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim
apabila telah cukup umur untuk melaksanakan
pernikahan, yakni apabila sudah dewasa dan telah
memiliki sifat rusyd. Rasyid Rida mengatakan bahwa
buliig an-nikah berarti sampainya seseorang untuk
melakukan perkwainan, yakni pada batas mimpi,
ditambah seorang telah bisa melahirkan anak sehingga
tergerak hatinya; untuk: menikah pada; usia ini, dan
kepadanya 'telah dibebankan hukum ~agama seperti
ibadah™ dan  muamalah “serta diterapkannya hukum
hudud.* Ketiga usia ‘pernikahan dihubungkan dengan
hadis Nabi tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW
dan Aisyah ra. Jumhur ulama berpendapat bahwa usia
pernikahan adalah usia yang sudah sah melaksanakan
pernikahan.

22 Elly Surya Indah, Batas Minimal, hlm, 42.

2 Ibid, him.45.
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Negara-negara muslim seperti Malaysia dan
Brunei Darussalam juga berlaku pembatasan usia
perkawinan, Indonesia sendiri hal ini diatur dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di pasal 7 ayat (1)
“ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Tetapi pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat mutlak
karena jika calon pengantin baik laki-laki atau
perempuan belum sampai pada usia yang sudah di
tentukan maka mengacu pada ayat selanjutnya yang
berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)
pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita.”, yang mana pasal di
atas adalah rujukan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan
keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya
berumur 19 tahun dan ‘calon. istri- sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun.” ketentuan' batas susia/ nikah ini
didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga
dan rumah tangga perkawinan, yang harus ditekankan
adalah bahwa calon suami dan istri harus telah matang
jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat.?*

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta;
Rajagrafindo Persada, 2013), him. 59.
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Pada pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk
melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua, sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan
adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun,
perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh Pasal 15 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan,
bahwa peraturan tentang batasan usia perkawinan ini
adalah untuk kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu,
untuk menghindari segala bentuk madarat maka hal itu
adalah lebih diutamakan. Sesuai kaidah figih :

25 B
tL@J.‘ ‘.,‘.l.a—. g L;)‘ Jwlall ¢y
2 alall e @3V LSS il 1 o

Maslahat ini dapat ditangkap dengan jelas oleh
orang yang mempunyai kemampuan berfikir (ulul
albab), ‘meskipun’ bagi sebagian ~orang masih dirasa
samar atau berbeda pendapat tentang maslahat ini, hal ini
diakbitankan dari-perbedaan kemampuan intelektualitas
seseorang sehingga tidak dikemukakan hakekat maslahat
yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau
berpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal atau

2 Usman, Muchlis, Kaidah-Kaidah Itinbath Hukum Islam,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

*® Ibid,
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sementara dan diambil dari hal yang bersifat lokalistik
atau personal.?’

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syara yang
dapat diterima atau Maslahat yang mu tabarah (dapat
diterima) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki,
yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan Agama;

2. Keselamatan Jiwa;

3. Keselamatan Akal;

4. Keselamatan Keluarga dan Keturunan; dan
5. Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang
penyangga kehidupan agar umat manusia dapat hidup
aman dan sejahtera.”®

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan
bahwa maslahat adalah suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama
ushul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan
saat melakukan istzinbat (menetapkan hukum berdasarkan
dalil-dalil yang terdapat pada nas). Beberapa definisi
maslahat . yang -dikemukakan. ulama -ushul fikih pada
hakikatnya 'mengandung pengertian: yang sama. Al-
Ghazali "‘mengemukakan" pengertian “maslahat adalah
mengambil manfaat dan menolak: kemudaratan dalam
rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, sekalipun
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya,
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan
kepada kehendak syara’, tetapi lebih banyak kepada

2’ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2005), diterjemahkan oleh :Saefullah Ma’shum dan Slamet
Basyir. him. 424,

%8 Ibid, him. 424-425.
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kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliah para
wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena
menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan
dan sesuai dengan adat mereka. Menurut Imam al-
Ghazali, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan
patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya
adalah kehendak syara, bukan kehendak dan tujuan
manusia.?

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk
mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah- langkah
sistematis.*® Metode penelitian merupakan cara utama
yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu
tujuan, setelah penyusun memperhitungkan
kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.®*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun
adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang
penyususn lakukan'di-pondok’ pesantren Darussalam
Ciamis. Maksudnya adalah ~mempelajari secara
intensif-tentang. latar belakang keadaan sekarang, dan

? Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam Volume 4.
(Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2003).

¥ Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, Metodologi Penelitian
Sosial (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), him 42.

¥ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah 9 Dasar
Metode Teknik (Bandung: Tarsito, 1990), him. 191.
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interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga
dan masyarakat.**

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, merupakan
penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam
mengatasi masalah tertentu yaitu. Bisa juga suatu
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-
saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.*®
Dalam penelitian ini  penyusun  memberikan
penilaaian bagaimana pandangan pimpinan pondok
pesantren Darussalam Ciamis dari hukum Islam,
Selanjutnya memberikan penilaian terhapa pandagan
tersebut menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primernya adalah tentang pandangan
pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis.
Data ini diperoleh dari hasil studi lapangan secara
langsung dengan melakukan wawancara kepada
tigaw /forang pimpinan = pesantren . sebagali
keterwakilans dari punsur ;Rimpinan yang ada
pondok pesantren Darussalam Ciamis.
b. Data Sekunder
Data yang menjadi pendukung dalam
penelitian ini yaitu studi pustaka perundang-

¥ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi
Penelitian Sosial (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), him. 5.

¥ Soekanto Soerjno, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul
Press, 1981). HIim, 76.
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undangan, Al-Quran dan Hadits serta karya
ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang
dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh

penyusun adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang

sistematik terhadap fenomena- fenomena yang
diselidiki.**

Wawancara (interview), yaitu metode
pengumpulan data atau informasi dengan cara
tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik
dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.
Tujuan wawancara yaitu mengumpulkan data atau
informasi  (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/
tanggapan, keterangan dsb) dari suatu pihak
tertentu.*> Wawancara yang akan digunakan oleh
penyusun yaitu wawancara terstruktur (berencana)
maksudnya yaitu wawancara dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah
disiapkan-sebelumnya.*® Dalam-hal'ini penyusun
melakukan . 'wawancara = dengan . tiga orang
pimpinan. pondok pesantren Darussalam Ciamis.

# Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan
Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), him. 140.

% Arief Subyantoro dan FX Suwarto, Metode & Teknik
Penelitian Sosial (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), him. 97.

% Sulistyo dan Basuki, Metode Penelitian, cet.ke-2 ( Jakarta:
Penaku, 2010), him. 171.
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c. Dokumentasi, vyaitu pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen- dokumen yang
diperoleh dari pondok pesantren Darussalam
Caimis, dan dokumen baik berupa Al-Qur’an,
buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan batasan
usia pernikahan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan
yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang
didasarkan atas undang-undang atau hukum positif.
Sedangkan pendekatan normatif
merupakan pendekatan yang memandang agama dari
segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang
di dalamnya terdapat penalaran pemikiran manusia.

6. Analisis Data

Analisis = data merupakan usaha untuk
memberikan interpretasi terhadap data yang telah
disususn, analisis data dilakukan untuk mendapatkan
kesimpulan ; cyang  valid; . dan - berkualitas, dalam
menganalisa datum penyusun menggunakan metode
induktif,” ‘yaitu ‘metode “yang.' menerangkan suatu
kasusus dari hal yang khusus kesumum;-dalam hal ini
dimulai dari pandangan pimpinan pondok pesantren
Darussalam Ciamis terkait batasan usia perkwainan
dalam perspektif maslahat, setelah itu pandangan dari
pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis
dianalisis menggunakan teori maslahat, cara berfikir
ini adalah dengan menganalisa data atau fakta fakta
secara kongkrit kemudian dirumuskan menjadi
kesimpulan atau jeneralisasi.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini
guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja
yang akan dibahas dalam penelitiannya, penyusun
membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang
memuat latar belakang masalah dari skripsi yang akan
di angkat, pokok masalah dari skripsi ini adalah
terkait batasan usia perkawinan yang mana dalam
Islam batasan usia perkawinan ini tidak ditentukan
secara umur tetapi di Indonesia batasan usia
perkawinan ini diatur dan dijadikan undang-undang,
sehingga masalah ini penyusun kira sangat penting
untuk di angkat, tujuan dan kegunaan penelitian dari
skripsi ini adalah untuk memeberikan cara pandang
yang baru terkait batasan usia perkawinan terutama
dalam perspektif maslahat dilihat dari kacamata
pimpinan pondok pesantren darussalam ciamis, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Setelah membahas tentang
tinjauan umum terkait batasan usia perkawinan, disini
penyusun akan.membahas secara tuntas tentang hal-
hal“yang berkaitan dengan batasan usia” perkawinan
mulai’_dari_;pengertian‘ batasan usia- perkawianan
menurut Islam dan undang-undang yang berlaku di
Indonesia,

Bab kedua menjelaskan terkait batasan usia
perkawinan yang mana batasan usia perkawinan ini
memiliki banyak perbedaan dalam penetapanya
terutama pada pendapat ulama-ulama kontemporer
dan para sarjana hukum Islam, secara konseptual
maupu penerapannya.
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Bab ketiga menguraikan pendapat pimpinan
pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan
usia perkawianan. Bab ini dimulai dengan
mendeskripsikan gambaran umum tentang pondok
Pesantren Darussalam Ciamis. disusul dengan
pendapat para pimpinan  Pesantren  sebagali
narasumber,

Bab  keempat ini  menguraikan dan
menganalisis pandangan pimpinan Pondok Pesantren
Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan,

Bab kelima, adalah penutup yang berisi
kesimpulan yang mana hasil dari analisis ini akan
menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan bisa
menambah khazanah keilmuan di Indonesia. Setelah
saran-saran. di akhiri dengan daftar pustaka disertakan
lampiran-lampiran
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan penyusun pada bab-bab
terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis
memiliki tiga pandangan yang berbeda terkait
batasan usia Perkawinan. Dari ketiga pimpinan
yang menjadi narasumber, semuanya memiliki
pandangan dan pendapat yang berbeda satu sama
lain. dalam masalah ini. Pertama, yang
berpendapat sangat tekstual dengan argumentasi
bahwa dalam hukum Islam usia perkawinan tidak
dibatasi secara jelas dan gambling, meskipun
demikian . jika . masyarakat .ingin melakukan
perkawinan harus ‘sampal pada masa balig dan
istita'ah. Kedua, pendapat yang kontekstual yang
mana pandangan ini berargumen jika batasan usia
perkawinan harus diatur supaya menghindari
mudarat yang lebih besar. Sedangkan pendapat
ketiga adalah pandangan yang moderat, dengan

argumentasi bahwa pandangan ini cenderung
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lebih fleksibel dalam melihat permasalahan
batasan usia perkawinan ini.

2. Menurut hukum Islam, vyakni ditinjau dari
perspektif maslahat, maka pandangan pimpinan
Pondok  Pesantren  Darussalam  memiliki
perbedaan pendapat, yakni pandangan tekstual
yang mana pandangan ini seseuai dengan konsep
al-maslahah al-hajjiah karna menganggap jika
batasan usia perkawinan adalah pelengkap dan
bukan hal yang pokok. Kedua adalah pandangan
kontekstual, pandangan ini sesuai dengan konsep
al-masalih al-khamsah yakni al-magslahah ad-
dariiriyyah. yang terakhir adalah pandangan
moderat, pandangan ini juga sesuai dengan

konsep al-maslahah al-mutagayyarah.

B. Saran danRekomendasi

Setelah penyusun melakukan penetitian terhadap
pandangan- Pimpinan’ Pondok " Pesantren Darussalam
Ciamis. Penyusun perlu menyampaikan saran-sarat
berikut:

1. Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan harus disosialisasikan secara masif

sehingga masyarakat mengetahui tentang berapa
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batasan usia perkawinan yang di mandatkan di
undang-undang.

Perubahan ataupun Judicial Review yang akan
dilakukan terkait batasan wusia perkawinan
setidaknya harus memakai metode maslahat
dalam pembentukannya, sehingga undang-undang
yang ditetapkan sesuai dengan keadaan
masyarakat di Indonesia.

Untuk para peneliti selanjutnya, harus diteliti
terkait batasan usia yang akan di sahkan apakah

sudah sesuai dengan konsep maslahah atau tidak.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN
BAB | Him Ft al-Qur’an Terjemah
BAB 1 4 QS. An-Nisa’ Hai sekalian manusia,
1 (4):1. bertakwalah kepada

Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari
seorang diri, dan dari
padanya Allah
menciptakan isterinya; dan
dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan
laki-laki dan perempuan
yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah
yang dengan
(mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan
silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu
menjaga-dan mengawasi

kamu.
BAB | 47 40 QS Al-Hijr Sesungguhnya Kami-lah
I (15):9 yang menurunkan Al

Quran, dan sesungguhnya
Kami benar-benar
memeliharanya.

BAB | 49 46 QS Al-Hajj Dan berjihadlah kamu
I (22):78 pada jalan Allah dengan
jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah

memilih kamu dan Dia
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sekali-kali tidak
menjadikan untuk kamu
dalam agama suatu
kesempitan. (Ikutilah)
agama orang tuamu
Ibrahim. Dia (Allah) telah
menamai kamu sekalian
orang-orang muslim dari
dahulu, dan (begitu pula)
dalam (Al Quran) ini,
supaya Rasul itu menjadi
saksi atas dirimu dan
supaya kamu semua
menjadi saksi atas segenap
manusia, maka dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berpeganglah
kamu pada tali Allah. Dia
adalah Pelindungmu, maka
Dialah sebaik-baik
Pelindung dan sebaik-baik

Penolong.
BAB | 49 47 QS Al- (Beberapa hari yang
I Bagarah ditentukan itu ialah) bulan
(2):185 Ramadhan, bulan yang di

datamnya diturunkan
(permutaan) Al Quran
sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda
(antara yang hak dan yang
bathil). Karena itu,

barangsiapa di antara
kamu hadir (di negeri
tempat tinggalnya) di

bulan itu, maka hendaklah
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Ia berpuasa pada bulan itu,
dan barangsiapa sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia
berbuka), maka (wajiblah
baginya berpuasa),
sebanyak hari yang
ditinggalkannya itu, pada
hari-hari yang lain. Allah
menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran
bagimu. Dan hendaklah
kamu mencukupkan
bilangannya dan
hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas
petunjuk-Nya yang
diberikan kepadamu,
supaya kamu bersyukur.

BAB | 64 81 H.R. Hakim Tidak boleh
v dan lainnya | memudharatkan dan tidak
dari Abu boleh dimudharatkan
Sa’id Al
Khudri, H.R.
Ibnu Majah
dari lbnu
Abbas
BAB | 65 Kaidah Menghilangkan mafsadat
v Fighiyah lebih didahulukan daripada
mengambil manfaat
BAB | 65 Kaidah Jika bertabrakan antara
v Fighiyah mudharat satu dengan

yang lainya maka diambil
mudharat yang paling
kecil dan ringan
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K.H. Dr. Hasan Bisri, M.
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Nama : Rizky Fazri Gunawan

NIM : 15350079

Tempat Tanggal Lahir : Pangandaran, 12 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Bandara Nusawiru, Gang Pojok Rt 4/ 9,
Dusun Kalenwadas, Desa Cijulang, Kec Cijulang, Kab
Pangandaran

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Angkatan ::2015

Riwayat Pendidikan :

TK Aisyiah Cijulang

SD 4 Cijulang

SMP 1 Cijulang

MAN 1 Ciamis

Pondok Pesantren Darussalam Ciamis
UIN Sunan Kalijaga

Riwayat Organisasi :
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Pramuka Siaga

Dewan Penggalang

Penegak Bantara

PAMPAS Paskibra Kabupaten Ciamis 2013
Jurnalis Student Club

Mudabbir Bidang SDM. Ponpes Darussalam
Ciamis

Ketua OSIS MAN 1 Ciamis 2013-2014
Pengawas KOPMA UIN Sunan Kalijaga 2017-
2018

KPM Pangandaran-Yogyakarta

Kordinator Pendidikan IKPM Jawa Barat 2017-
2019

HMI MPO Komisariat Syariah dan Hukum
HMI1 MPO Korkom UIN Sunan Kalijaga

HMI MPO Cabang Yogyakarta

Riwayat Pelatihan :

LT 2 Kabupaten Ciamis

RAIDA 2012

Kemah Santri Nasional.2014

Diklat Dasar Koperasi' 2015
Diklat-Menengah Koperasi 2016

Diklat Lanjut Koperasi 2017

Basic Training HMI MPO 2015
Intermediate Training HMI MPO 2017
Senior Course HMI1 MPO 2018
Training Politik Nasional PB HMI 2017
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